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-QSEKELAS TENTANG BERLAKUNYA UNDANG-

- ~UNDANG. L%MGKUNGAN HEQUP Di ENDQNESEA

;;,}..,_memerlukan ‘pemabaman yang menuju pada

“Blen t::_ma'_?u_rwaﬁhisﬁ.- |

ens;ptaan dan penempan suaty hukom yang
W asanpadalmgkungan hléup dewasam;

No 29 Tafaun 1986, yang pemberlakuannya_

: proses sosialisasi yang dilakukan secara ferus
. menerus, agar hukum itu dapat diterima oleh
masyarakat. .

ncrgunaan perundang-undangan secara sadar oleh pemenn&:ah sebagan suaty -
ana untuk melakukan tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan eiri
- khas negara modem Dalam ﬁngkatan ‘penggunaan hukum secara sadar untuk
mencapai tijuan-fujuan sosual yang dikehendaki akan men ghadaplkepasaan hukum
" dan penggunaan hukum uniuk melakukan perubahai. -perubahan. Kepastian hukum
menghadapi adanya stabilitas di dalam masyarakat, sedangKan penggunaan hukum
secara instumenial adalah untuk mencipiakan perubahan melalui pengaturan
tingkah laku warga masyarakat menuju kepada sasaran yang dikehendaki, —

- Pemikiran ini sejalan der;gan pemikiran Roscoe Pound tentang konsep31 Tlaw
as a tool of soeial engineering’’. Mamun periu dlperhaukan ‘pemikiran konsepsi
hukum sebagai sarana perekayasaan sosial ini di Indonesia harus dikembangkan
menprat Keadaan Indonesia, karena menurit Mochtar Kasumaatmadja 1. di

“Indonesia lebih ménonjolkan peranan perundang—undangan dalam proses pemba-
haruan hukum; 2. masyarakat fentu menolak applikasi mechanistis sebagaimana
_ yang digambarkan dengan kaiz “’tool”’; dan 3. apabila dalam pengertian hukum
" termasuk pula hukum internasional, maka Indonssia sebenarnya sudah menjalankan
asas hukum sebagai alat pembaharvan jauh sebelum konsepsi ini dirumnuskan secara
resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum !,
Landasan kebijaksanaan hukum nasional sudah sejak tahun 1973 dicantumkan
dalam Ketetapan yang mengatur tentang Garis-garis Besar Halnan Negara, yait

1 Mochiar Kusumaatmadja, Hxikum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasio-
nal, Binacipta, Bandung, 1986, h. 9-10,




.. padamasa pembangunan

menyatakan pembangunan bidang hukum diarshkan pada fungsi sebagai sarana’ -

. NPR Nomor ; IV/MPR/1988, Di dalam Kefetapan tersebut pada pokokaya

nunjang perkembangan modemisasi dan pembangunan yang menyeluruh, Menurut
tjipto, Rahardjo, pembangunan hukum mengandung makna ganda. Pertama. -
embangunan hukum diartikan suai pembaharuan hukum positif, Kedua, pemba..
_.:ngunan hu_k_urpjggg_;; %8 schagai snatn usaha u_ptuic memfungsionalkan hukum i
2 g nik utama untuk melaksanakan pembaharuan hkum
- adalah perundangan-undangan. Di dalam rangka pembangunan hukum ini kita
. thadapkan padapemilihan-pemilihan. Pemilihan-pemilihan ini tidak dapas dihindari
- terulama disebabkan oleh struktur kehidupan sosial kita sendiri tidak lagi didasarkan
- padatatanilai yang padu. Oleh karena ifu, pembeharuan hulum melalui perandang-
- indangan maka kita dthadapkan pada 2 kesulitan, yaita 1. keslitan unwk secara
rasional dan pasti meneiapkan prioritas yang sesuai dengan keburahan masyarakal,
dan 2, unik memb_uat_hi;kum;yang_sesuaide_ngan kebutuhan dan kesadaran hukum -
MASYArakaAd: e L N Led B
.., wPedoman yang harus dipakai untuk mengatasi kesulitan periama tentu saja yang
" mendapat prioritas adalah perundang-undangan yang. menunjang usaha pemba-
- Mgunan. Sedangkan persoalan kedua lebih mudah dilakukan apabila, yang diatur
~ oleh hukum merupakan masalah-masalah yang bertalian dengan ‘masyarakat dan - -
-+ bersifat “"netral®’, daripada 'm:a'sélah-mé_salah yang berkaitan dengan kehidupan
. pribadi dan bersifat “spimmat’”
. - Masalah perlindungan lingkungan hidup dan kelestarian sumber-sumber alam
merupakan masalah yang mendesak dalam kerangka pembangunan di Indonesia.
Buki kesungguhan pemeriniah untuk menanggulangi bahaya yang mengancam
. keseimbangan lingkunigan tlah diangkatnya seorang menteri yang mengkoordina-
. sikan aparatur pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
" idup calam Kabinetkabinet Pembangonan 11,1V, dan V. Landasan operasional
ﬁémbaiigumiaﬁasionaiy;aii;igbefkenaandeﬁgankebijaks'anaanpengélolaan lingkung-
. anhidup berturut-turut diaivr dalam GBHN 1973-1978 dan Repelitall (1974-1979),
. GBHN 1978-1983 dan Repelita 111 (1979-1984), GBHN 1983-1988 dan Repelita
IV (1984-1989), sérta GBHN 1988-1993 dan Repelita V (1989-1994). Langkah
. berikutnya dalam kaitannya dengan pembaharvan hukum, pemerintah ielah mem-
~ berlakukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan
.. Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) dimuat dalam LN Tahun 1982
- Nemor 12, UULH merupakan tonggak pembangunan hukum lingkungan nasional,
\g berorieniasi pada lingkungan itu sendiri atau ‘enveronment oriented law's.. .

" yang miuai berlaku pada tanggal 11 Maret 1982,
"2 Satjipto Rahardjo, Hikum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983, h.
231.
3. Mechiar Kusumaatmadia, op.cit. h. 14
5 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi If, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 1986, h, 88. e




bagai Hlji g1 _maﬁus:a Indonesia seutuhnya;’
“b. '-terkendahnya pemanfaatan ‘sumber daya secara bijaksana;
s terwujudnya manusm Indonasxa sebagal pembma hngkungan indup,

] ‘n'dan pencemaran hngkun gan :
' Berdasarkan uraian tersebut, maka tidak salah kalau UULH, yang mendasan ke-
I _-,___,.b.uaks_anaan lingkungan di Indonesia, disamping ‘berfungsi sebagai kontrol sogial,

. juga éxharapkan berperan sebagaz sa:ana perekayasaan sosial (teol of socmi enga»

UUL_H mempunyal s:fat.dan fungsu sebagai umbreﬂa prowsmn ' bagi penyusum
... Nan perafran pemndang-undangan lain yang berkmtandengaﬁ ekosistem?_, Hal ini

% - dapatlah dikatakan bahwa dengan adanya UULH tidak berarti semua masalsh yang

N berkaitandengan pengelolaan lingkungan hidup dapat diselesaikan, secara tuntas

. menurnt prosedur hukum, UULH merupakan ketentuan yang bers;fat sentral dan
» :.'hanya memuat_ketentuan pokoic Ketenman pokok inilah. yang akan diisi dan
. dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan peialmanaannya secara berangsur-angsur.
.. Dengan demikian, efekiivitas berlakunya UULH juga dztun_]ang oleh peraturan
L _.peiaksaannya yang ha.rus dlbentuk sesuai dengan penntah yang t tercantum daiam
. beberapa pasal yang. terdapat dalam UULH, =
_Demikian pula, Peraturan Pemerintah Nomor 29° Tahun 1986 tentang Anah31s
[ Merxgenal Dampak ngkungan (AMDAL) yang’ mulai berlaku pada tanggal 5 Juni
" 1987 pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari pasal 16 UULH. Pasal 16 UULH
tersebut berbunyi sebagai berikut: ’Setiap rencana yang ‘diperkirakan mempunyai
. dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai

6 SitiSundari Rangkud, ‘ "Telaah Undang-undang ngkungan}hdup Dan Masalah
- Penegakan Hukumnya'’, Yuridika, Majaiah Fakulms HLkum Umversuas Al
" langga, No. 4 Th. 1L, Jum~Iu11 1987 h 55

7 bed h. 6.

Hukum m:pemﬁg dan




a iérsebut perly dibuat analisis mengenm dampak h.%cngkun gan,
¥ erdasarkan analisis ini- dapat diketahui secara lebih térperinci dampak'nevauf :
" dan positif yang akan timbul dari usaha atd Kegiatan tersébui, sehingga sejak dini
““telah dapatdlpersmpkan 1angkah umukmenangguiangx darhipak negatifdan mengem-
: 'bangkan dampak positifnya. Dampak yang penting ditentukan antara lain oleh:
7 a! besar jumlah manusia yang akan ierkena; \ Fs,
b, luas wilayah penyebaran dampak;
gL Eamanya dampak beriangsung, *
* d.intensitas dampak; . ]G
© e banyaknya komponen hngkunga,n Jainnya yang akan terkena
“°f, sifat knmuolatif dampak tersebut;
- berbalik (revers1bie) atau fidak berbaliknya (irreversible) dampak.
Pemerintah dapat membanty’ golongan ekonomi lemah, yang bidang usahanya
dxperiamkanmenunbzﬂkandampakpenﬁngnn unuﬂcmeiaksanakananahsmmengenm _
e dampak lingkungan, **
o Senngkah dalam konflik antara pembangunan dan lingkungan, pemaham&n -
tang dampak hngkungan diartikan sebagai pengaruh yang merugikan. Jadi seakan-
" akan pemahaman dampak lingkungan menimbulkan kesan nembangunan hanyalah
mempunyai pengaruh negatif saja terhadap lingkungan hidup. Padahal pemba-
ngunan ity juga mempunyai pengaruh positif terhadap lingkungan hidup. Oleh
karena itu, pengelolaan lingkungan hidup tidek hanya memperhankan isiko
lingkungansaja, melainkan juga manfaat lingkungan.
Dalam kaitannya dengan PP Nomor 29 Tahun 1986 tﬂntang AMDAL Sm
Sundan Rangkuor mengatakan; :
.7 Peraturan Pemerintah ini semata-mata mengatmr prosedur admlmstmsn yang
- 'wajlb ditempuh oleh pemrakarsa suatu rencana kegiatan yang mempunyai dampak
" penting terhadap lingkungan hidup dan d:perlukan bagi proses pengambiian kepu-
“iusan tentang pelaksanaannya, o
Dengan demikian, berbeda dart UULH, penegakan hukuen terhadap PP ind me-
nyangkut instansi yang bertanggung-jawab dan pemrakarsa, Pemahaman terhadap
PP ini terutama diperiukan oleh setiap orang yang mempunyai rencana kegiatan

8 Koesnadi Hardjascemantri, op. cit., k. 300,







eperii yang telah dinraikan di muks, penegakan hukem UULH masih tergs
tung pula pada mrbentuknya peratiran pelaksanaammya, demzkxan jugai msalnya PP.:- oS
AMDAL; yang masih ‘harus dilengkapi dengan pera;man—p@raturan baik di n
pusat maupun di dngkat daerah. Yang hendak saya katakan d; sini adalah mengemu
asalah-masaiah sebagax bﬁnkui -

1; apakah peraiusan yang: dzbenmk i sudah smematis'? .
v 2, apakah sudah terjada sinkronisasi di antara peraturan yang acia‘? :
pakah secara kuantiiatif. dan kualitaiif peraturan yang ada sudah cukup‘?
pakah penerbitaﬂ ppramran terse%mt sudah sesuai dengan persyaraian
undis yang ada‘F '

¢ sudah dxperhaukan terbukti dengan ieiah disusunnya suat Mamks Ran-
eraturan Pemndang—Undangan yang berkaitan dengan UULH oie
is; Hukum Kantor Menteri Negara KLH bekﬁ:rgasama dengan Tim anar .
-+ -depariemen dan lembaga pemerintah non depariemen. Dengan adanya mairiksini
§ + diharapkan semua peraturan: penmdang—un{iangan dapat tﬁrangsmm daiam b
'szs{em hukum lingkungan Indonesia. R .
. Pelaksanaan hukum lingkungan }:ﬂa mempakan ujzan dan tamanfran b«araz ‘E}ag: R
i j_' ken ampuan dan kecermaian aparatur pemerintah (bﬁ"ﬂk:rasz) baxk di tingkat pusat';
s‘.--.-.'maupun dacrah, ieriebih lagitanggung jawab pelaksanaan PP AMDAL terletakpada
tugas administrasi birokrasi, Instansi yang bertanggung jawab’ yang berwenang
.-?--;-_'nembenkan ‘kepumusan rencana kegiatan didukung oleh snat komisi, baik di
< :;_mngka; pusat magpun daerah JKomisi tersebui bertugas memja dan menetapkan _
.::-.'-:-dokumen—dokunenbagzanAMDAL yangmehput; a. Penyajlan infsmasmmgku—j
- ngan (FIL); b, Kerangka Acuan Penyosunan ANDAL (KA); ¢, Analisis Dampak -
:-ngkungan (ANDALY: A, Rencana?engelolaan ngkungan (RKL) dane Renca—
- nanPemanfanan Lingkungan (RPL). . T L
e e Komist tersebut texdiri atas anggota terap dan nd&k tetap yaﬂg memah?m per— '
= syammn tertentu dari segi keahlian, Mengingat pentingnya peranan ahli g}enyusunan
- AMDAL, maka pasal 30 PP AMDAL menyatakan bahwa kualifikasi penyusun
CANDAL dengan pemberian lisensi dan pendaftarannya ditesapkan oleh Menteri
. Megara KLH. Dalam menetapkan kualifikasi penyusun AMDAL, Menteri Nevam
. KLH dibantu oleh suatn dengan kualifikasi yang dibentuk oleh me‘zian fersebut,.
- Lisensi yang dimaksud diberikan kepada perorangan yang | memehum kuahﬁkasx
+ . secara selekiif melalui ujian negara, Kemampt.an instansi yang beﬁanggung Jawab :
uk Komisis AMDAL) untuk menjamin, keiancaran penyelesaian prosedur, .

: _mdxkamr telah adanya kemapan a,pami pelaksana, -
Konsep hukum sebagai sarana socialenginesring diartikan sebagm pengguﬂaan
hukum secara sadar wntuk mencapai suatu ieriih atau keadasn masvazekat se-
- bagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan, Soer-
. .y0mo. Soekanto memerinci berbagai fakior yang memiliki kemmpﬁaﬁ yang cukup
potensial dalam mcnghambat pendayagunaan hultam sebagal sarana perubshan
sosial, yang antara fain melipui ;



agian wrbesardmmasyamkat udakmengem akmkegunaan unsur-unsmbam
dalam perubahan; '
. perubahar ity sendini bértentangan dengan kaedah-kaedah dan’ mkm-mim yang
" menjiwai bagian terbesar warga-warga masyarakat; - :

"~ cukup berkuasa untik menolak suamm proses pembaharuan;

.. misiko y:ang dlh&dﬁpl sebag&a alibat dari perubahan ternyata lebih berat danpada
rtahankan ketenteraman sosial yang ada sebelum iesjadinya perubahan;
t sidak mengakui wewenang dan kewybawaan pada pei@g@f @@mba

pmg mi, peflu ditamba.hm di sini bahwa menirut Seldmanﬁ’ Bukum

4 i ﬁapat menyebabm atAl MErAngEAng ;)embahan perilaku secara sadar

g :atau sengaja }Ika hukum tidak dikomunikasikan di antara para pihak yang berkepen-

- tingan dalam’ ‘masyarakat, Oleh karena isulah, hokem perly dikomunikasikan di
amampembuatundang—undang,bmham danpaxapemegangpemndalam masyara-
" katvang terlibat daiam bekerjanya suatu sistern hukum, incasa hukum lingkungan,
.. Apakah sesgorang pemegang peran ity ‘akan bertindak sesuai dengan hukam
: -f_yang berlaky 1 bagi aktivitasnya itu bergabung pada 3 (tiga) variabel, yaitu 1. apakah
5 nermanya telah dlsmnpax..%;aﬁ o apakahnormanya serasi dengan tujuan-fujuan yang

- “dgitetapkan bag1 posisi im, dan 3. apakah i pemegang peran dzgerakkan oleh

) mouv&m yang menyimpang

E ‘Dalam kajmn ind, apa yang diuraiken di muka akan membawa pemahaman
o %Jetapa perlunya sistem hukam lingkungan dikomnmkasm kepada para pemegang
. peranyang terlibat dalam pelaksanaan hukoum 1mgkungan Pemegang peranterlebih
% dahulupeﬂa d&yaimkan akan periunya menerima nilai yang terkandung dalam asas
““pembangunan berwawasan lingkungan’’. Tanpa adanya tindakan yang demiidian
. ini mustahil proses perubahan yang dikehendaki oleh hukum lingkungan positif
_dapat beﬂangsung Bagaimana mungkin pemegang peran akan bersedia menerima
“hai-hal barn yang terdapat di datam hukum lingkungan -UULH beseria peraturan
) pelaksanaannya yang diberlakukan terhadapnya, kalau pemegang peran belum
‘mengetahoi dan mengerii isi hukum lingkungan nasional yang baru beserta nilai-

' 'miai yang terkandung di dalamnya.

- Sosialisasi hal-hal “dan cara-cara baru tersebut mempakan proses yang tidak
' dapat&pxsahkandanusaha -usaha nnukmengefektifkanberlakonya hukum lingkun-
_gan di tengah-tengah masyarakat selaku pemegang peran, Proses sosiolisasi yang
+ dilakukan -secara-terug  menerus dan ajeg melalui penerangan ‘dan penyuluhan. ..

hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pemegang peran,
~ khususnya kesadaran tentang perhmya pencegahan perusahasn lingkungan hidup
- dan pengendalian pengelolaan sumber daya dalam alam pembangunan,

12 Soerjono Soekanio, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pemba-
ngunan Di Indonesia, Cet, 1L, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.,h,
150. '
13 Robert B. Ssidman, loc. cit.
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pamwargamasyamkai yang kepeﬁmgan-kepenungan fertanam dmgan kuamya, S






